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SINOPSIS 

 

Pemerintah desa pada umumya masih banyak yang belum menjalankan sistem 

penyelanggaraan pemerintahan berbasis technlogy infotmation and komunication. Sementara 

dewasa ini tuntutan masyarakat sangat besar dengan menginginkan penyelenggaraan 

pemerintahan yang cepat, murah, mudah, dan efisien. Bagi mereka interaksi secara langsung 

ini dinilai kurang efektif dan membutuhkan waktu yang lama yang mengindikasikan adanya 

hambatan ruang dan waktu dalam penyampaian informasi. Kemudian pemerintah desa dalam 

penyelanggaraan pemerintahan tidak akuntabel, transparan, dan tidak melibatkan partisipasi 

masyarakat dalam penyaluran aspirasi dan menutup ruang kontrol masyarakat. Jika keadaan 

ini masih dipertahankan oleh pemerintah desa maka tata kelola pemerintahan yang ada tidak 

mencerminkan tata kelola pemerintahan yang baik. Berdasarkan uraian tersebut, maka 

penulis tertarik dengan Pemerintah Desa Panggungharjo yang telah menerapkan praktek ICT 

dalam pemberikan pelayanan publik. Rumusan masalah skripsi ini adalah Bagaimana Inovasi 

Pelaksanaan Pelayanan Pemerintah Desa Panggungharjo Melalui e-Government?  

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang berusaha 

menggambarakan dan menuliskan pristiwa yang ada berdasarkan fakta-fakta yang diamati 

berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan prilaku dengan menggunakan metode yang 

ada. Objek penelitian adalah inovasi pelayanan pemerintah desa melalui e-government. 

Subjek yang digunakan sebagai sumber data ditentukan secara purposive diantaranya: 

Pemerintah Desa berjumlah 9 orang, Pengelola SID 1 orang, Ketua Bumi Panggung 1 orang, 

Pengelola Desa Budaya 1 orang, dan masyarkat sejumlah 7 orang. Teknik pengumpulan data 

dilakukan dengan observasi, interview, dan dokumentasi. Teknis analisis data menggunakan 

analisis kualitatif dengan langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini bahwa dengan penerapan ICT dalam 

memberikan palayanan publik mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang 

transparan, akuntabel, serta pelayanan menjadi mudah, murah dan efisien. Cara Pemerintah 

Panggungharjo dalam menguatkan partisipasi masyarakat dengan menggunana fanspage, 

group facebook, dan forum “Jagongan Warga” sebagai alat jembatan penyaluran aspirasi 

masyarakat baik berupa keluhan atau kebutuhan yang mereka inginkan. Melalui media 

berbasis online ini juga pemerintah Panggungharjo dapat menyampaikan segala informasi 

dan dapat mengetahui apa saja masalah yang berada pada masyarakatnya serta mempercepat 

rospon pemerintah dengan menanggapi informasi yang disampaikan. Namun pada 

penggunaannya masih sedikit masyarakat yang mengetahui bahkan menyampaikan informasi 

lewat media online tersebut. Sama halnya dengan forum “Jagongan Warga” hanya beberapa 

orang saja yang menyampaikan suara dan tidak ada pembahasan yang panjang, sehingga 

pemanfaatan belum begitu optimal. Kemudian dengan penggunaan SISPEMDES dan SIAK 

pada bidang pelayanan dapat mempercepat waktu pelayanan dan tanpa dipungut biaya. Tetapi 

basis data yang ada di SISPEMDES ini masih tahun 2015, sehingga apabila warga yang 

datanya belum ada ketika mengurus pelayanan harus mengetik satu-persatu. Sedangkan untuk 

mendorong ruang transparansi Pemerintah Panggungharjo memanfaatkan website dalam 

menyampaikan Rincian APBDes maupun LPPD. Sedangkan untuk meningkatkan 

akuntabilitas Pemerintah Panggungharjo menggunakan SISKEUDES dalam penghitungan 

maupun pelaporan keuangan. Penggunaan ICT pada pelayanan publik ini juga menambah 

wawasan dan meningkatkan kapasitas Pemerintah desa. Namun hambatan yang dialami pada 

penggunaan ICT ini adalah secara umum perangkat desa belum melak teknologi, hal ini 

disebabkan karena perangkat desa rata-rata usianya sudah tua. Kemudian sering terjadinya 

mati lampu sehingga menghambat untuk melakukan kegiatan berbasis online. 

Kata kunci : Inovasi pelayanan, Pemerintah Desa, e-Government 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pemerintahan di Indonesia pada saat ini menghadapi tekanan dari berbagai 

pihak untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan partisipasi 

aktif dalam pemberian informasi bagi masyarakat serta dituntut untuk lebih efektif 

dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Salama ini penyelanggaraan pemerintahan 

di Indonesia mulai dari pemerintah pusat sampai pemerintah desa dalam memberikan 

pelayanan publik belum berjalan dengan baik atau prima. 

Pada umumnya, proses pemberian pelayanan kepada publik (masyarakat) 

dewasa ini dilakukan melalui kontak langsung antara penyedia jasa layanan (birokrasi 

pemerintah) dengan warga masyarakat. Interaksi langsung ini dinilai kurang efektif 

dan membutuhkan waktu yang lama mengindikasikan adanya hambatan ruang dan 

waktu dalam penyampaian informasi maupun penyediaan pelayanan publik yang akan 

mempengaruhi kecepatan pelaksanaan pembangunan. Selain itu ternyata kontak 

langsung seperti ini telah banyak dimanfaatkan oleh para pelaku interaksi pelayanan 

baik itu dari pihak birokrat (pemberi layanan) maupun dari pihak warga masyarakat 

(penerima layanan). Dari sisi pelayan beberapa oknum pelayan sengaja mencari 

keuntungan dari pelayanan yang diberikannya misalnya dengan meminta sejumlah 

bayaran diluar ketentuan yang berlaku. Dari sisi warga masyarakat, beberapa oknum 

warga masyarakat yang ingin memperoleh layanan secara mudah dengan memberi fee 

atau uang pelicin terhadap oknum aparat pelayan. Praktek-praktek semacam ini 

tentunya akan berdampak kepada pengguna jasa layanan lainnya, yang pada akhirnya 

akan berdampak pula pada kualitas pelayanan secara umum, sehingga secara tidak 
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langsung keadaan seperti ini dapat merugikan hak dasar masyarakat dan terjadinya 

diskriminasi yang berkelanjutan. (Erick, 2011). 

Salah satu tugas pemerintah adalah memberikan pelayanan yang baik kepada 

masyarakat sebagaimana di atur dalam UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik dalam bagian menimbang butir b dinyatakan : “Bahwa membangun 

kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara 

pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan 

dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan 

publik”. Salah satu upaya yang dapat dilakukan sehubungan dengan hal tersebut yaitu 

mengoptimalkan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi. 

Di Indonesia, pemanfaatan potensi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) 

untuk membantu upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan pada 

masyarakat pedesaan masih sangat langka. Hal ini juga dirasakan oleh Pemerintah 

Desa Pangungharjo dalam memberikan layanan atau penyaluran aspirasi pada 

masyarakat menggunakan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi masih terdapat 

kendala yang dialami, seperti kendala yang disebabkan karena kualitas sumber daya 

manusia (SDM) yang belum semua melek teknologi. Hal ini ditinjau dari faktor usia 

perangkat desa yang rata-rata sudah tua. Dengan keadaan seperti ini maka dalam 

memberikan pelayanan pada masyarakat berbasis teknologi dan informasi menjadi 

kendala. (http://jateng.metrotvnews.com di akses tanggal 20 November 2016 pukul 

20.00) 

Pada dasarnya pemanfaatan TIK telah terbukti berhasil membantu secara 

efektif upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedesaan di 

beberapa negara yang sedang berkembang, seperti Peru, Kepulauan Solomon, 

Zimbabwe, dan India. Pengalaman-pengalaman dan pelajaran yang diperoleh dari 
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usaha serupa di negara-negara tersebut menunjukkan bahwa TIK paling efektif bila 

digunakan sebagai alat untuk pembangunan, menunjang strategi-strategi 

pembangunan yang telah dilaksanakan maupun program kerja pembangunan yang 

akan disusun, daripada jika TIK diharapkan sebagai hasil pembangunan itu sendiri 

(Roger, 2004). 

Kemajuan teknologi informasi memberikan manfaat yang sebesar-besarnya 

untuk kemaslahatan masyarakat. Tentunya dalam dunia yang sudah mengglobal ini, 

kemajuan teknologi diperlukan dan dimanfaatkan dalam segala bidang. Salah satu 

bidang yang terkena sentuhan teknologi informasi adalah pelayanan pemerintah 

kepada publik. 

Sistem manajemen pemerintahan selama ini merupakan sistem hirarki dimana 

kewenangan dan komando sektoral yang mengerucut dan panjang. Untuk memuaskan 

kebutuhan masyarakat yang semakin beraneka ragam di masa mendatang harus 

dikembangkan sistem manajemen modern dengan organisasi berjaringan sehingga 

dapat memperpendek lini pengambilan keputusan serta memperluas rentang kendali. 

Oleh karena itu dalam era otonomi daerah ini untuk mewujudkan pemerintahan yang 

good governance salah satu upayanya adalah menggunakan teknologi informasi dan 

komunikasi atau yang populer disebut Elektronic Government. 

Istilah e-Government mengacu pada cukup banyak definisi. Secara umum, 

istilah yang berawalan “e” biasanya memiliki nuansa penggunaan teknologi internet 

sebagai sarana utama yang menggantikan media konvensional. Mengingat bahwa 

esensi tugas pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan 

menggunakan berbagai media teknologi, terutama teknologi, internet, untuk 

memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sebagai “customer”-nya. (Dalam 

Siti Mutia, 2015)  
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Menurut Kesuma, (2012) e-Government adalah penggunaan teknologi 

informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi 

warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. E-

Government pada intinya merupakan proses pemanfaatan teknologi informasi sebagai 

alat untuk membantu menjalankan sistem pemerintahan secara lebih efisien. Karena 

itu, ada dua hal utama dalam pengertian e-Government di atas, yang pertama adalah 

penggunaan teknologi informasi (salah satunya adalah internet) sebagai alat bantu, 

dan yang kedua adalah tujuan pemanfaatannya, sehingga pemerintahan dapat  

berjalan  lebih efisien. Ketersediaan  informasi yang transparan dan setiap saat dapat 

diakses oleh masyarakat, telah mendapat tanggapan positif oleh stakeholder, terbukti 

hal ini akan memberikan banyak keuntungan baik dari sisi pemerintah desa sebagai 

pemberi layanan (provider) atau dari sisi masyarakat sebagai pengguna (user). 

(biropem.baliprov.go.id di akses tanggal 10 Oktober 2016 pukul 13.10) 

Di Indonesia inisiatif kearah e-Government telah diperkenalkan sejak tahun 

2001 melalui Instruksi Presiden No. 6 tahun 2001 tentang Telematika 

(Telekomunikasi, Media dan Informatika) yang menyatakan bahwa aparat pemerintah 

harus menggunakan teknologi telematika untuk mendukung good governance dan 

mempercepat proses demokrasi. Kemudian keluarnya Instruksi Presiden RI NO. 3 

Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government 

merupakan bukti keseriusan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan melalui electronic government itu sendiri.  

Semenjak dikeluarkannya Instruksi Presiden tersebut, hampir seluruh daerah di 

Indonesia sudah memiliki banyak kemajuan, contohnya Pemerintah Kabupaten Bantul 

mendorong untuk menerapkan layanan publik berbasis Sistem Informasi Desa pada 

75 Desa yang ada di Kabupaten Bantul. Dari ke-75 desa tersebut semuanya telah 
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memiliki situs desa berbasis aplikasi perangkat lunak SID. Jaringan tersebut 

dikembangkan pihak ketiga yang digandeng pemerintah daerah. Namun hingga kini 

baru enam desa yang aktif memanfaatkan aplikasi tersebut, diantaranya Desa 

Murtigading, Kecamatan Sanden; Desa Terong dan Dlingo, Kecamatan Dlingo; Desa 

Trimurti, Kecamatan Srandakan; Desa Caturharjo Pandak, dan Desa Panggungharjo, 

Kecamatan Sewon. (jateng.metrotvnews.com di akses pada tanggal 20 November 

2016 pukul 21.15) 

Adapun target Pemerintah Kabupaten Bantul dalam pengembangan TIK 

menuju e-Desa adalah dengan menyediakan Layanan Akses Internet dan internet yang 

cukup (Bandwidth tersedia diatas 100 Mbps). Penyediaan Free Hotspot di kantor 

desa. Peningkatan Kualitas Warehouse Data. Penyelenggaraan Sistem Informasi 

Desa. Penyediaan Hosting dan Domain Desa. Penyediaan website untuk desa, dan 

melakukan pendampingan untuk meningkatkan kualitas SDM penyelenggaraan 

pemerintah berbasis elektronik melalui Worshop dan Bimtek. Pendampingan tersebut 

dilakukan dengan bekerjasama pada intitusi lain seperti menggandeng Universitas 

Kristen Duta Wacana (UKDW) khususnya Fakultas Teknologi Informasi. Keadaan 

diatas di perkuat dengan keluarnya Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2011 

tentang Standar Operasional Prosedur Pengembangan dan Pengelolaan Teknologi 

Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. 

Sistem informasi desa juga diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa. Dalam Undang-Undang  tersebut pada Pasal 86 bagian ketiga; Sistem Informasi 

Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan. Isinya antara lain bahwa 

Sistem informasi Desa meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, 

jaringan, serta sumber daya manusia. Sistem informasi tersebut meliputi data Desa, 

data Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan 
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dengan Pembangunan Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan, dikelola oleh 

pemerintah dan dapat diakses oleh masyarakat Desa dan semua pemangku 

kepentingan. Sistem informasi tersebut diisyaratkan untuk menyediakan informasi 

perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota untuk Desa. 

Dalam hal tersebut Kementrian Desa juga mendorong pemanfaatan Teknologi 

Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk diterapkan di tingkat desa. Dengan 

tersedianya fasilitas sistem informasi Desa online, maka akan terjadi sistem checks 

and balances dalam aspek tata kelola Desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan 

evaluasi pembangunan akan checks and balances. (beritasatu.com di akses tanggal 20 

November 2016 pukul 20.45) 

Sejauh pengamatan penulis berdasarkan literatur yang ada mengenai 

penggunaan e-Governmant di tingkat desa masih sedikit yang melakukan inovasi 

pelayanan publik melalui e-Governmant. Hal ini menjadi penting apakah penerapan 

inovasi pelayanan pemerintah desa melalui e-Gov dalam menjaring aspirasi mampu 

menjawab tuntutan tata kelola pemerintah desa yang partispatif, transparan, dan 

akuntabel. Namun untuk konteks desa ukuran ideal penerapan e-gov belum ada, 

sehingga penelitian ini hanya mendeskripsikan seberapa manfaat untuk masyarakat 

dan pemerintah desa dengan penggunaan e-gov itu sendiri. 

Untuk mendorong pemerintah daerah Kabupaten Bantul sebagai upaya menuju 

“Bantul Cyber City” maka salah satu Desa yang telah berinisiatif menerapkan inovasi 

pelayanan pemerintah malalui e-Government adalah Desa Panggungharjo, Kecamatan 

Sewon, Kabupaten Bantul yang dimana tujuan tersebut untuk mereformasi pemerintah 

desa dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan transparasi dan 

akuntabilitas pemerintah desa, serta partisipasi publik dalam penyaluran kebutuhan 

kepada pemerintah desa. 
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Selama ini bentuk interaksi pelayanan berupa keluhan ataupun kebutuhan 

masyarakat yang ada di Desa Panggungharjo dilakukan secara langsung dinilai kurang 

efektif dan membutuhkan waktu yang lama mengindikasikan adanya hambatan ruang 

dan waktu dalam penyampaian informasi maupun penyediaan pelayanan publik yang 

akan mempengaruhi kecepatan pelaksanaan pembangunan. Berangkat dari kedaan ini 

maka Pemerintah Desa Panggungharjo berinisiatif menciptakan model penjaringan 

kebutuhan masyarakat melalui fanspage dan goup facebook. Kemudian berangkat dari 

masalah yang sangat melekat pada pemerintah desa dalam penyelanggaraan tidak 

transparan dan akuntabel, maka Desa Panggungharjo menghilangkan asumsi tersebut 

dengan menciptakan website sebagai sarana informasi segala kegiatan yang dilakukan 

pemerintah desa ataupun anggaran tahunan desa yang terealisasi agar membuktikan 

bahwa pemerintah adalah pelayanan masyarakat yang tidak korup, namun transaran 

dan akuntabel dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan desa. 

Praktek e-Government di Desa Panggungharjo saat ini telah terlembaga.  

Secara normatif bentuk pelayanan publik melalui e-Government di Panggungharjo 

dibidang media informasi dengan tersedianya website Desa Panggungjarjo, media 

promosi dan interaksi telah adanya facebook Desa Panggungharjo, fanspage, group 

facebook yang dijadikan sebagai alat untuk menjaring aspirasi masyarakat seperti 

kebutuhan dan keinginan masyarakat baik dibidang sosial, sarana parasarana, sampai 

kepada penyampian keluhan terhadap pelayaan yang diberikan pemerintah desa. 

Dengan adanya media sosial ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan 

pemerintah desa dan dalam memberikan pelayanan publik tanpa adanya batasan 

waktu dan tanpa harus tatap muka secara langsung. 

Model penyapaian aspirasi berupa kebutuhan dan keluhan atau pengaduan 

terhadap pelayanan pemerintah desa ini dilakukan melalui fanspage, group facebook 
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dengan nama “Suara Warga Desa Panggungharjo” dan Portal Aduan yang tersedia 

dalam halaman pada website yang dimana masyarakat dapat terus-menerus 

melakukan interaksi ataupun penyampaian aduan selama 24 jam kepada pemerintah 

desa. Biasanya setiap keluhan yang disampikan langsung di respon dan di tangani 

oleh pemerintah desa. Selain itu dalam group suara warga tersedianya wadah diskusi 

untuk menjaring aspirasi warga dengan nama “Jagongan Warga” yang dijadikan 

sebagai alat untuk melalukan diskusi bersama Pamong Desa, Lembaga 

Kemasyarakatan, dan masyarakat untuk membahas terkait Pembuangan Sampah Liar, 

Pembangunan yang akan di lakukan, maupun harapan terhadap Desa Panggungharjo. 

Pembahasan ini dilakukan pada hari jum‟at yang selalu berganti topok sesuai keadaan 

yang penting untuk dibahas. Kemudian website digunakan sebagai media informasi 

dengan menampilkan Profil Desa, Informasi Layanan, Aparatur Desa, Lembaga Desa, 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa tahun anggaran 2015, dan Rincian 

APBDes tahun 2016. Hal ini bertujuan untuk meningkatan transparansi, agar 

masyarakat tahu mengenai gambaran tentang desanya dan penyelenggaraan yang 

telah terealisasi serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah 

desa.  

Desa Panggungharjo dalam mengelola keuangan memiliki Sistem Keuangan 

Desa (SISKEUDES) yang mempermudah pengelola dana desa dalam pengendalian 

maupun monitoring evaluasinya. Selain itu dalam melayani pelayanan kepada 

masyarakat secara cepat pemerintah desa Panggungharjo memiliki SISPEMDES yang 

berfungsi untuk mengurus Surat Permohonan SKCK, Surat Keterangan Usaha, Surat 

Penghasilan Orang Tua, Surat Izin Keramaian, Surat Perinikahan, Surat Perceraian, 

dan lain sebagainya. Kemudian untuk mengurus Surat Keterangan Datang dan Pergi, 
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serta Surta Surat Keterangan Kelahiran dan Kematian telah menggunakan SIAK yang 

di fasilitasi oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. 

Dengan tersedianya sistem pelayanan ini pemerintah dapat melakukan 

pelayanan secara cepat dan dengan adanya sistem informasi ini pemerintah desa dapat 

terus menerus melakukan interaksi baik secara hirarkis antar eksekutif maupun secara 

horizontal kepada masyarakat. Sehingga dengan inovasi yang telah diterapkan 

pelaksanaan e-Government sudah merubah wajah tata kelola Pemerintahan Desa 

Panggungharjo.   

Dengan demikian berdasarkan pada latar belakang masalah diatas, maka 

penulis dimaksud untuk meneliti Bagaimana Inovasi Pelaksanaan Pelayanan 

Pemerintah Desa Panggungharjo Melalui e-Government.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Inovasi Pelaksanaan Pelayanan Pemerintah 

Desa Panggungharjo Melalui e-Government?  

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Mengetahui Bagaimana Inovasi Pelaksanaan 

Pelayanan Pemerintah Desa Panggungharjo Melalui e-Government. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut : 

1. Akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dalam menambah 

pengetahuan dan wawasan penulis serta memperkaya kajian teori e-Government 
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3. Agar seluruh perangkat desa melek teknologi harus dilakukan pelatihan secara 

sustainable. Dengan menciptakan hal tersebut bisa bekerjasama pada intitusi 

seperti Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW) khususnya Fakultas Teknologi 

Informasi. 

4. Data base kependudukan yang ada di SISPEMDES harus di perbaharui, sehingga 

memudahan staf pelayanan dalam mengurus surat-surat tanpa harus mengetik 

satu-persatu. 

5. Pemerintah Desa Panggungharjo harus memiliki ganset agara ketika mati lampu 

kegiatan berbasis online masih dapat dilakukan. 
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